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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah Tahun
Anggara 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupali Musi
Banvuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 scbagai
landasan operasional pelaksanaan  APBD  Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 19539 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l dan Kotapraja dalam
lingkungan Daerah Tingkat [ di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 10);

% Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

8  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nemor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Il Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
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Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Perlanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai  Wakil
Pemerintah di Wilayah provinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Femerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tala Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daersh
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancanpgan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 263),;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
lentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021({Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Musi Banyvuasin:

(2} Pemerintahan Daerah adalah Penyelengsaraan urusan Pemerintahan

(3]

(4]

(3}
(€]

(7l

(E)

oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Dacrah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banvuasin vang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupat adalah Bupati Musi Banyuasin;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daecrah dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah vang dapat dinilai
dengan uang scrta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut:
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan vang
meliputi perencanasan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahoon,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyva disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan
DPRD dan diletapkan dengan Peraturan Daerah;
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang di pisahkan sebagaimana

(3]

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp 17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta rupiahy).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sehesar Rp 272 087.015.000,- (dua
ratus tuph puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta lima belos ribu
Fupiah).

Pasal 5

(1] Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huraf a

(2]

13

()

=)

(6]

(7)

direncanakan sebesar Rp 90.755.404.000,- (sembilan puluh milyar tujuh
ratus lima puluh lima juta empat ratus empal ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pajak hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

€. Pajak Penerangan Jalan;

t. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Pajak Sarang Burung Walet;

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

J. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

k. Pajak Mineral Bukan Logam;

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar kp 1.025.000.000,- {satu milyar dua puluh lima juta rupich).
Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
direncanakan sebesar Rp 13.510.404.000,- ftiga belas milyar lima ratus
sepuluh futa empal ratus empal ribu rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c
direncanakan scbesar Rp 0,- fnol rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
direncanakan sebesar 1.150.000.000,- (satu milyar seratus hma puluh
Juta rupiah).

Pajak Pencrangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 32.500,000.000,- (tiga puluh dua milyar lima
ratus juta Rupiah).

Pajak Parkir scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupnah).



(8] Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf g
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(10)

(L1)

(12)

(1]

2]

(3]

(4)

(1)

direncanakan sebesar Rp 115.000.000,- {seratus lima belas Juta rupiahy),
Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan scbesar Rp 320.000,000,- ftign ratus dua puluh juta
rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesasan dan Perkotaan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan schesar Rp
23.000.000.000,- { dua puluh tiga milyar rupiah )

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 18.000.000.000,-
(delapan belas milyar rupiah ).

Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
k direncanakan sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh

Juta rupiah).
Pazal &

Anggaran retribusi dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b direncanakan sebesar Rp 7.915.942_ 000, - (fuuh milyar sembilan ratus
lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), vang terdiri
atas:

a. Retrnibusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha;

c. Retribusi Pernizinan Tertentu:

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sehesar Rp 1.733.288.000,- {satu milyar tujuh ratus tiga
puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.182.654.000,- (satu milyar seratus delapan
puluh dua uta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

[Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 {lima milyar rupiah),

Fasal 7T

Anggaran hasil pengelolaan kekayvaan daerah yang dipisahkan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp
17.500.000.000,00 (Twuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), vang
terdiri atas:

a. Petro Muba

b. Bank Sumsel Babel



(2] Petro Muba schagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus Juta rupiah).

{3} Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiakh)

Pasal 8
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daecrah Asli Yang Sah hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp
472.087.015.000,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta
lima belas ribu rupich),

Pazsal 9

Anggaran Pendapalan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar scbesar Rp 2.723.426.373.000,- (dua
trilyun tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta

tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Pasal 10

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah scbagai mana dimaksud
dalam pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 97.320.999.000,00
(sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp 2.974.417.481.954,- (dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar
empat ratus twuh belas uta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan
ratus lima puluh empat rupiah), vang terdiri atas :

a. Belanja operasional;

L. Belanja modal;

¢,  Belanja tidak terduga; dan

d. Eclanja tranafer.
Pasal 12

(1} Anpgaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
hurufl a direncanakan sebesar 2.115.018.164.922 - | dua trilyun seratus
ima belas milyar delapan belas juta seratus enam puluh empat ribu
sermbilan ratus dua puluh dua rupiah), vang terdin atas:

g, DBelanja pegawai;



<]

(3]

(4)

(7)

(1)

(2)

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bungs;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan secbesar Rp 965.901.185.024,- (sembilan ratus enam
puluh lima milyar sembilan ratus satu juta seratus delupan puluh lima ribu
dua puluh empat rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.126.762.667.431,- (satu trilyun seratus dua
puluh enam milyar tuuh ratus enam pulith dua juta enam ratus enam
puluh fujuh ribu empal ratus tiga puluh satu rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 10.040.682.467,- (sepuluh milyar empat
puluh futa enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh
tujuh rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 11.913.630.000,- (sebelas milyar sembilan
ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (fempat ratus juta rugpiah).

Pasal 13

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
b direncanakan sebesar Rp 593.505.673.332,- (lima ratus sembilan
puluh tiga milyar lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu
tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan ingasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 7.993.374.475,- (twjuh milyar sembilan ratus



(3}

()

(5}

(7)

sembilan pulih tiga juta tiga ratus tujuh puluh empal ribu empat ratus
fujuh pubih lima rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan scbesar Rp 104.927.306.974,- (seratus empat
milyar sembilan ratus dua puluh tuph juta tiga ratus enam ribu sembilan
ratus tujuh puluh empat rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul ¢ direncanakan sebesar Rp Rp 143.557.271.176,-
(seratus empal pulih tiga milyar lima ratus limea puluh tujuh juta dua ratus
tuuh puluh satu nbu seratus tujuh puluh enam rupiah,

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Bp 2097 227 802.523,- jdua
ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar 39.655.348.315,- (tiga puluh sembilan
milyar enam ratus lima puluh lima futa tiga ratus empat puluh delapan
ribu figa ratus lima belas rupiah).

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) huruf f direncanakan Rp 144.569.869,-( seratus empat puluh empat
Juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh

sembilan rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar fima ratus futa
Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

(1)

(2)

Pasal 15

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huraf
d direncanakan sebesar Rp 263.393.643.700,- (dua rafus enam puluh tiga
milyar tiga ratus sembilan puluh figa juta enam ratus empat puluh tiga
ribu fujuh ratus rupiakh), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja banfuan keuangan.
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan scbesar Rp 0,00 fnol rupiah).



(3 Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanaksn sebesar Rp 263.393.643.700 - fdua ratus enam
puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat
puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daecrah direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000 -
(empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

{1]

{<]

(1]

(]
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(1]

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 hurul a direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima
milyar ruptah), yang terdirl atas Sisa lebih perhitungan angparan tahun
anggaran scbelumnya;

Sisa  lebih perhitungan anggaran tahun angearan sebelumnya
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf b direncanakan sebesar Rp 279.588.251.046,- {dua ratus fufuh
puluh sembilan milyar ima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus
lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah ), vang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah;

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Kp 32.600.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam
ratus futa rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b direncanakan sehesar
Rp 246.988.251.046,- (dua ratus empat pulih enam milyar sembilan ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat pulich

erwam rupiah).
Pasal 19

Schsaih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar



(2]

Rp 234.588.251.046,- {dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh
ericm rupiah).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap  pengeluaran pembiayaan  direncanakan  sebesar
Rp 234.588.251.046,- [dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus
delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat pulieh
enam rupiah).
Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri

dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi  Menurut  Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemernntahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objekk Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran I Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah:

4. Lampiran IV Daftar Nama  Pencrima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Soaial;

5. Lampiran V Daftar Nama  Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama  Penerima, Alamat
Pencrima, dan Besaran belanja bagi
hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus

Menurat LUrusan Pemerintahan



Daerah, Organisasi, Program,
Kegialan, Sub Kegiatan, Kelompolk,
Jenis, Objek, dan Rincian Objelk
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VI Rincian DBH-8DA  Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
(ras Bumi*] Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program,Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, .Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Belanja dan Pembiayaan:

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut UrusanPemernntahan
Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok,
Jenis,  Objek, dan  Rincian  Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembigyaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten /Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang DPenjabaran APBD
dengan Program Priorilas Perbatasan
Negara

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
diluangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.



Pasal 23

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai  berlajuy pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Musi Banvuasin dengan penempatannya dalam Berita Dacrah.

Ditetapkan di  Sekayu

pada tanggal 3o MVERkT g4,
Flt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUFATI,

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 Novesaber 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABWPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 24/
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